
 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

     NOMOR 326/Kpts/KB.020/10/2105 
/Permentan/........./9/2015 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN  
BENIH TANAMAN TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L.) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,  
 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas 

tembakau sangat diperlukan ketersediaan benih tembakau 
secara baik dan berkelanjutan;  

b. bahwa benih tembakau yang baik dapat diperoleh dari 

produksi benih sumber tanaman tembakau; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 

tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan 
Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, 
Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tembakau 
(Nicotiana tabacum L.); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5613); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang 

Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4498); 

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ 
PD.310/9/2006  tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan 

Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;  

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  61/Permentan/ 
OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan 

dan Penarikan Varietas; 

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1243); 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ 
KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran 

dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN 
BENIH TANAMAN TEMBAKAU (Nicotiana tabacum L.). 

 

 

 



Pasal 1 
 

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman 
Tembakau (Nicotiana tabacum L.) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 
Pasal 2 

 
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum 
pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman 

Tembakau (Nicotiana tabacum L.). 
  

 
Pasal 3 

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 

tanggal 1 Oktober 2015. 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal, 

 

a.n.  MENTERI PERTANIAN 
 REPUBLIK INDONESIA, 

 DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN, 
 

 

 
 

GAMAL NASIR 
 
 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. Menteri Pertanian; 

2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Tembakau; 
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Tembakau; 

4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian; 
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian; 
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan 

Tanaman Tembakau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


